
i 
. I 

ten tang 
Negara 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

i 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan 
¥enteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
~edoman Pembangunan Desa, _ perlu menetapkan 
Pieraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan ! . 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan 

I 
Kegiatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati. 

I . 
ll, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

I Republik Indonesia Tahun 1945; 
! 
! 

2 Undang-Undang . Nomor 29 Tahun. 2003 tentang . 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan 
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Nomor 4339; 

· 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
! Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
I Republik · Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

I
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor · 

4421); 
4. 

I 
I 

l 
I 

I 
I 
I 
l 

I 
' i 

BUPATI BOMBANA, 

TENTANG 

NOMOR ~ : TAHUN 2023 

BUPATI BOIViB.ANA 

Mengingat 

Menimbang 

I 
I. 

PROVINSI SULAWESI .TENGGARA 

I PERATURAN BUPATI BOMBANA 

I 
I 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
I - 

MENENGAHDESA DAN RENCANAKERJA PEMERINTAH DESA SERTA , I 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA I . 

I 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

! 



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
i Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

I 
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6321); 

I 
91. 

I 

I 
71. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
I I Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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I 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga 
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

I 2018 Nomor 569); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

! 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang 
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1444); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 1312); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

. I 5864); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita 
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2091); 

111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

I 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
I 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 
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: I 

I 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

· PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
I 

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
I 

MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH . I 

DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
I 

DESA. 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangurian Daerah 
: J Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

I 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

2 il. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 
2026. 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

-4- 

6. 

Menetapkan 

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan: 
I 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana 
2. PemerintahD~erah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana 
3. PemerintahPi-ovinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 
4. Bupati adalali Bupati Bombana 
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah .. 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

I 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa maJyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 

I 



16. 

15. 

14~ 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 

8. 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Kewenangari Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenang~ di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 

I dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat,I hak asal usul dan adat istiadat Desa. 
Pemerintahdn Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentinganl masyarakat setempat dalam sistem pemerintahari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

I 
Pemerintah pesa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintaha'.n Desa. 
Kepala DesJ atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang 
mempunyai rewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

I Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunanj kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahanl 
Badan Perrriusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

1 
ada. lah . lempaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya I merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
Musyawarah1 Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawar~ antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsu~ masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
Musyawarahl Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

I 
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh Pemeridtah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, 

. . I . 
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 
Pendapatan :dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

I 
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

I 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

I Badan Permusyawaratan Desa; 
Pembangunah Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan uhtuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

I 

7. 
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27. 

26. 

25. 

24. 

23. 

22. 

21. 

20. 

19. 

Perencanaa11 pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pernanfaatari dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan desa. 
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan 
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, 
dan kegotbngroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 
perdamaian ilan keadilan sosial. 

I Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirianl dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan] prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan 
data mengeriai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan 

I 
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan 

I . 
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 
Data Desa ~dalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang 
meliputi suJber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, 
kelembagaanl sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu 
pengetahuanidan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 
RPJM Desa, I adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 
Rencana KetJa Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, 

' adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 {satu) tahun. 
Daftar Usulah RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi 

I 
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan 
diusulkan PJmerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
melalui mekahisme perencanaan pembangunan Daerah. 
Keuangan D6sa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungao' dengan pelaksanaan hak dan·kewajiban Desa. 

I 
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

1atau 
perolehan hak lainnya yang sah. 

Anggaran Pe9dapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. 

- 6 - 
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I 
I 
I 

. I 

28. Dana Desa ldalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja\ negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 
digunakan il.ntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan' pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. · 

29. Alokasi Da.iia Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangarl yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan . I. 
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yank dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan rnitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. . I . 

31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang 
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari 

I 
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa 

I 
masyarakat Besa. 

32. Permasalahah Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 
pembangunah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 
kesenjangan I antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan 

· kondisi riil saat perencanaan dibuat. · 
33. Isu Strategis' adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Desa karena 
dampaknya :Yang signifikan bagi Desa dengan karakteristik bersifat 
penting, · mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 
menentukan j pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
di masa yang, akan datang. 

34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran sfrategi. , 

37. Tujuan adaIJ.h sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalamjangk~waktu 6 (enam) tahunan. 

38. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, be~pa hasil pembangunan Desa. yang diperoleh . dari 
pencapaian h~sil ( outcome) program. 

39. Strategi adalhll langkah berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan Desa untuk mencapai sasaran. 

I 
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\ 
Penyusunan RKP Desa; 

I 

c. 

I I Pasal 4 

R 1. ku p I t B . . . . Ii ti uang mg p era uran upati mi me pu 1: 
I a. Perencanaan Pembangunan Desa; 

b. Penyusunan RPJM Desa; 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Tujuan Penyusunb petunjuk teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 
serta Pelaksanaah Pembangunan Desa yaitu untuk mewujudkan tertib 
administrasi pen1elenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 3 

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman, petunjuk 
dan acuan bagi ~emerintah Desa dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP 
Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

Pasal 2 

45. 

44. 

43. 

42. 

41. 

Program adLah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai 
sasaran danltujuan. 
Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hJsiI ( outcome) suatu program. 
Kinerja . :adalah capaian keluaranj'hasil/ dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber 

I daya pembangunan. 
Keluaran (oJtput) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa 
dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil 
( outcome) dapat terwujud. 
Hasil ( outcorite) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam 

I satu program. 
Dampak (irrlpact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 
pembangunari/Iayanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 

I beberapa program. 

I 

40. 
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(1) Perencanaanjpembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka 

I waktu 6 (enam) tahun; dan 

Pasal 7 

Pasal 6 

Pembangunan deJa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup bidang 
penyelenggaraan J pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai 
I dengan . ker7enangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan daerah. 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemeriiltah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa 

I dengan semangat gotong royong. 
I , 

Dalam rangka penyusunan · perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana' dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh 
Perangkat okerah yang membidangi urusan pemerintah desa, urusan 
perencanaan' dan pemerintah kecamatan. 
Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga 
pendamping I profesional, unsur perangkat daerah yang membidangi 
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan/ atau pihak ketiga. 

I 
Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) di wilayahnya. 
Perencanaan pembangunan desa disusun melalui musyawarah desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) 

Pasal 5 

BAB III 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Um um 

d. Pelaksanaan Pem bangunan Desa; dan 
I e. Pemantauan dan Pengawasan. 
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Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus 
dapat diukilr untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan 
kesejahteraah yang ingin dicapai. 
Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa di 
segala bidahg berdasarkan kewenangan desa yang merupakan 
perwujudan ~ari Visi dan Misi Kepala Desa. 

(2) 

Pasal 10 

(2) 

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah 
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 
bi dang p6nyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

I pemberdayaan masyarakat Desa. 
Pembakuan sub-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pedoman 
pengelolaan keuangan desa. 

(1) 

Bagian Kedua 
Paragraf 1 

Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Pasal 9 

(3) 

(2) 

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah Desa melaksanakan tahapan 
1. 't· yang me 1p"t 1: 

a. penyusunan RPJM Desa; dan 
I b. penyusunan RKP Desa. 

RPJM Desa lsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

I 
pelantikan Kepala Desa. 
RKP Desa rriulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 
berjalan. I 

I 

(1) 

Pasal 8 

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa 
untuk jahgka waktu 1 (satu) tahun. 

I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah joesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(2) 
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(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. kepala ctJsa selaku pembina; 
b. sekretarik desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan 
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan 

I masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur 
masyarakat lainnya. 

(3) Jumlah timl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 
(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan 
perempuan. I 

(5) Tim penyus-qn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

Paragraf2 
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

Pasal 12 

( 1) Kepala Desr menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan 
mengikutsertakan unsur masyarakat desa. 

(2) Penyusunanl RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan 
prioritas program dan kegiatan daerah. 

(3) Penyusunanl RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a. pembend1kan Tim Penyusunan RPJM Desa; 
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 
c. pengkajian keadaan desa; 

I ' d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah 
desa; I 

e. penyusunan rancangan RPJM Desa; 
I f. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah 
I perencanaan pembangunan desa; dan 
I g. penetapan RPJM Desa. · 

Pasal 11 

Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat desa sesuai kewenangan desa dengan 

I 
mengoptimalkan potensi lokal desa. 

(3) 
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(2) 

(1) Kegiatan P.el}yelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) 
huruf b, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana 
program dari kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa. 
Rencana prrigram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada .ayat ( 1), 
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan . I 
pemberdayaan masyarakat desa; 

I 
Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan I dalam format data rencana program dan kegiatan 
pembangunan yang akanmasuk ke desa; . 

(3) 

Pasal 15 

Paragraf 3 
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

I Pasal 14 

(1) Tim penyushn RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan 
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. 

(2) Penyelarasaii arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan I untuk mengintegrasikan program dan kegiatan 
pembangunan daerah dengan pembangunan Desa. 

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan 
informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah. 

(4) Informasi arhll kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: 
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
b. rencana ktrategis satuan kerja perangkat daerah; 
c. rencana hmum tata ruang wilayah daerah; 
d. rencana Hnci tata ruang wilayah daerah; dan . I 
e. rencana pembangunan kawasan perdesaaan. 

I 

I 

I . 
Tim penyusun R!f JM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah; 
b. pengkajian keadaan desa; · 

. c. penyusunanjrancangan RPJM Desa; dan 
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa. 

Pasal 13 

- 12 - 



(1) 

(5) 

(4) 

(3} 

(2) 

Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
huruf a dilakukan melalui kegiatan : 
a. pengamtiilan data dari dokumen data desa; dan 

I 
b. pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini. 
Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya 
alam, sumbbr daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber 
daya kelembagaan dan sosial budaya yang ada di desa. 

I - 
Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan tlalam format data desa. 
Format datk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
lampiran la~oran hasil pengkajian keadaan desa. 

I 
Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

I 
menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka 
penyusuna.n' perencanaan pembangunan desa. 

· 1 Pasal 18 

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (3) huff b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang 
pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. 

I 

(1) 

Pasal 17 

(3) 

(2) 

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa 
sebagaiman1 dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. 
Pengkajian lkeadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. 
Pengkajian lkeadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi ke~atan sebagai berikut: 
a. penyelarasan data desa; 
b. penggalian gagasan masyarakat; dan 
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. 
Laporan haJil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) hutuf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa 

I dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 

(1) 

Paragraf 4 
Pengkajian Keadaan Desa 

Pasal 16 

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. 
{4) 

- 13 - 
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·· (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan 
I 

dengan cara diskusi kelompok secara terarah. 
(2) Diskusi kelorilpok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 

I 
sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat 
kerja untuk riienggali gagasan masyarakat. . 

. (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana 
dimaksud pdda ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil I . 
penggalian gagasan. 

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan. kesulitan dalam penerapan alat kerja 
sebagaimanal dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat 
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan inasyarakat desa. 

Pasal 19 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

- 14 - 

Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilal<likan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah 

I khusus unsur masyarakat. 
Unsur mas1iarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: 
a. tokoh adat; 

I b. tokoh agama; 
c. tokoh m~syarakat; 
d. tokoh pehdidikan; 

I 
e. kelompok tani; 

I 
f. kelompok nelayan; 

I 
g. kelompok perajin; 
h. kelompok perempuan; 

I 
1. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 

I 

J. kelompok masyarakat miskin;dan 
I 

k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 
I budaya masyarakat Desa. 

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap 
I musyawarali dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat 

sebagaiman~ dimaksud pada ayat (2). 
Hasil pend;alian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I], 
menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana 
kegiatan. I 
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 

(2) 



. I 
! 

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa 
berdasarkari laporan hasil pengkajian keadaan desa . 

(1) 

(2) 

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil 
I 

pengkajian keadaan desa. 
Kepala DesJ menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan 

I 
Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I . dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui 
I musyawarah desa. 

I I Paragraf 5 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa 

I 
Pasal 23 

(1) 

Pasal 22 

(3) 

(2) 

I 
Tim penyusk RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan 
desa. J 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita 
acara. I 
Berita acarai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: 
a. data desk yang sudah diselaraskan; 
b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke 

I 
desa; I 

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan 
I 

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari 
I dusun dan/ atau kelompok masyarakat. 

(1) 

Pasal 21 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana 
kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan 
sebagaimanaidimaksud dalam Pasal 18. 

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam format! usulan rencana kegiatan. 

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), menjadi lfunpiran laporan hasil pengkajian keadaandesa. 

Pasal 20 
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, I 
' ' I 
I 

(2) 

(1) 
Pasal 25 

(3) 

(2) 

Pasal 24 

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas 
dan menyepakati sebagai berikut: 
a. laporan-•~asil pengkajian keadaan desa; 
b. rumusan' arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari 

visi dan · Iiiisi Kepala Desa; dan 
c. rencana jprioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
I pemberdayaan masyarakat desa. 

Pembahasa.rl rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huriul f c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah 
yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pembangunfn desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat {2), 
membahas Jebagai berikut: 
a. laporan ~asil pengkajian keadaan desa; 
b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) 

tahun; 
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan 
d. rencana lpelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh 

perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, 
dan/ atau' kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

I 
Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal b4 dituangkan dalam berita acara. 
Hasil kesepkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa. 

I 
I 

I 

(1) 
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(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. 



(3) 

(2) 

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati 
rancangan jRPJM Desa. · 
Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat j(l) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan unsur masyarakat. 

I 
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 
a. tokoh adat; 

(1) 

Pasal 28 

I Paragraf7 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa 

(3) 

(2) 

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah 
disusun oIJh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam 

I 
Pasal 26. J 

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan 
Kepala De~a dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan 
RPJM Desd sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Dalam hal j rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, 
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa 
berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1). 
Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. 
Tim Penyusun RPJM Desa membuat . berita acara tentang hasil 
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan 
RPJM Desaj sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh 
tim penyusiln RPJM Desa kepada Kepala Desa. 

I 
Pasal 27 

(1) 

Pasal 26 

Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
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(4) 

(3) 

(2) 

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan 
perbaikan I dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil 
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 
Rancangan\ RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi 
lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. 

I Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa 
sebagaimaiia dimaksud pada ayat (2). 
Rancangati peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1(3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan 
Badan Perusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Desa ten tang RPJM Desa. 

( 1) 

Pasal 30 

Paragraf s 
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa 

(2) 

Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
I 

dalam pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. 
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
sebagaimaJa dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara. 

I 

(1) 

Pasal 29 

b. tokoh agama; 
c. tokoh mJsyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. kelompo~ tani; 

I f. kelompok: nelayan; 
g. kelompok perajin; 

I 
h. kelompok perempuan; 
1. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 

I 
J. kelompok masyarakat miskin..dan 
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 

I budaya masyarakat desa. 
Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

(4) 
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(1) 

(5) 

{4) 

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. 
RKP Desa ~isusun oleh Pemerintah desa sesuai dengan informasi dari 
pemerinta.H daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana 

I 
kegiatan Plemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah. 
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun 
berjalan. j 

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan 
September jtahun berjalan. 
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. 

I Pasal 34 

Kepala Dfsa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan 
masyarakat desa. 

I \ 

(3) 

Pasal 33 

Um um 

(1) 
(2) 

Bagian Ketiga 
Penyusunan RKP Desa 

Paragraf 1 

Sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang 
I 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa132 

(2) 

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: 
a. terjadi ~eristiwa khusus, seperti bencana a1am, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosia1 yang berkepanjangan; 
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah; atau 
c. bidang ban/ atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum 

I tertuang da1am RPJM Desa. 
Perubahan jRPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas 
dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa 
dan selanjtitnya ditetapkan dengan peraturan desa. 

(1) 

Pasal 31 
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(3) 

(2) 

I Pasal 36 

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
I 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencerinati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyeJakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai · dengan jenis kegiatan dan 

keahliah yang dibutuhkan. 
Tim verifi~asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat . I . 
berasal dari warga masyarakat desa dan/ atau satuan kerja perangkat 
daerah. I 
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Desa. 

( 1) 

Paragraf2 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa I Pasal 35 

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa 
I 

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. 
(2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman tiagi pemerintah desa menyusun raricangan RKP Desa dan . I 
daftar usulan RKP Desa. 

I (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa 
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun 
berjalan. 

- 20 - 

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan kegi1atan yang meliputi: 
a. penyustinan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah 

. desa; . j 
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; 
c. pencerrriatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 

prograrri/kegiatan masuk ke desa; 
I d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 

. ·. I 
e. penyusunan rancangan RKP Desa; 
f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan 

perilbiligunan desa; 
I g. · penetapan RKP Desa; 
I h. perubaJtan RKP Desa; dan 

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa. 

(2) 

. I . 



Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan 

masuk ke desa; 
I b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
I c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan 

. I 
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 

Pasal 38 

(6) 

(5)- 

(4) 

(3) 

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. 
I 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
I 

a. Kepala Desa selaku pembina; 
b. Sekretafis Desa selaku ketua; 
c. KetuaL~mbaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan 
d. anggotaj yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan 

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur 
I masyarakat, 

Jumlah tirii sebagaimana dimaksud · pada ayat (1), paling sedikit 7 
(tujuh) danjpaling banyak 11 (sebelas) orang. 
Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan 
perempuanl 
Pembentukkn tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat 
bulan Juni !tahun berjalan. 
Tim penytLsun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

(1) 
(2) 

Pasal 37 

Paragraf 3 
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 

. (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dituangkan :dalam b:rita ac~a. .· . . 

(5) _ Berita acarf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman 
- Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. 
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( 1} Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi: 
a. rencana tiana desa yang bersumber dari APBN; 
b. rencana hlokasi dana · desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana 

perimbarigan yang diterima pemerintah daerah; 
I 

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan 
I 

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah p~ovinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah. 

(2} Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana 
programj'kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada 

- I • • ayat (1} yangi meliputi: _ 
a. rencana kerja pemerintah daerah; 
b. rencana Jprogram dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah daerah; 
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan 

I rakyat daerah. 
(3} Hasil pencerinatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan ke 

dalam format pagu indikatif desa. 
(4) Hasil penyehirasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan ke 

dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. 
(5) Berdasarkanl hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 

dan ayat '(4}, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana 
pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan 
RKP Desa. I 

(1) 

Pasal 40 

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari pemerintah daerah 
ten tang: \ 
a. pagu indikatif desa; dan 
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah 

I 
provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 

Data dan ihformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 
Kepala DesJ dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap 

.· I 
tahun berjalan. 

(2) 

Pasal 39 

Paragraf 4 
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan 

Masuk ke Desa 
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Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: 
a. hasil kesepakatan musyawarah desa; 

I 
b. pagu indikatif desa; 
c. pendapatan a~li desa; 

I 
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah; 
I . 

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD daerah; 
f. hasil pencerniatan ulang dokumen RPJM Desa; 
g. hasil kesepakktan kerjasama antar desa; dan 
h. hasil kesepakatan kerjasama desadengan pihak ketiga. 

Pasal 43 

Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan RKP Desa 

(1) 

Pasal 42 

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana 
kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya . I 
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 
Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar I . . . 
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. 

. I 
(2) 

. (2) 

Paragraf 5 
Pencermatan Ulang RPJM · Desa 

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam 
I 

hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa 
sebagaimank dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a. 
Bupati melillrukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah 

I desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan 
sebagai dampak keterlambatan · penyampaian informasi sebagaimana 
dimaksud pkda ayat (1). 
Percepatan ~erencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember 

I 
tahun berjalan. 

(3) 

(1) 

Pasal 41 
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(3) 

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilampiri 
I 

rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. 
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati 
bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa. 
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1:), diverifikasi oleh tim verifikasi. 

{2) 

Pasal 46 

(4) 

(3) 

{2) 

I 
Rancangan fKP Desa paling sedikit berisi uraian: . 
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
b. prioritak program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa; I 
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola 

melaluilkerja sama antar-desa dan pihak ketiga; 
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

I 
desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah 
daerah ~rovinsi, dan pemerintah daerah; dan 

e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa 
I dan/ atau unsur masyarakat desa. 

Pemerintah :desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang 
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan 
RKP Desa sJbagaimana dimaksud pada ayat (1). 

I 
Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud dada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat desa, 
satuan ketja perangkat daerah yang membidangi pembangunan 
infrastruktu'.r; dan/ atau tenaga pendamping profesional. 

I 
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

I . dalam format rancangan RKP Desa. · 

(1) 

Pasal 45 

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan 
desa sesuailjenis rencana kegiatan. 
Pelaksana j kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikutsertakan perempuan. 

(1) 

Pasal 44 
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(2) 

Kepala Des a menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati 

I 
rancangan RKP Desa. 
Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ·(~) diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan unsur masyarakat. . 

(1) 

Pasal 50 

Paragraf7 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(3) 

{2) 

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud dkiam·· Pasal 48. 
Kepala Des~ mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan 

I 
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan 

I 
musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

(1) 

Pasal 49 

(2) 

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil 
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan 

I RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. 
Berita acarA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh 
tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa. 

(1) 

Pasal 48 

(1) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas .program dan kegiatan 
pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada 
Pemerintah! pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah. 

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan 
- I 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihiangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. 
(4) Rancangan ldaftar usulan RKP Desa sebagaimaria dimaksud pada ayat 

(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan 
RKP Desa. 

Pasal 47 
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Pasal 51 

(i) Rancangan IRKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) 
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi 
prioritas program dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu inbikatif desa; 
b. pendap~tan asli desa; 

I c. swadaya masyarakat desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuaii keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ atau 

pemeriJtah daerah. 
(3) Prioritas, p~ogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 
d I 1· . esa yang me iputi: 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
c. pembarigunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
di I terse ta; 

I 
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; . I 
f. · pendayagunaan sumber daya alam; 

(4) 
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Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. tokoh a'ctat; 
b.. tokoh a'gama; 

I c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 

I 
e. perwakilan kelompok tani; 

I 

f. perwakilan kelompok nelayan; 
I 

g. perwakpan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 

. I 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 

I 
J. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

I 
musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

(3) 



(2) 

RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
b. terdap~t perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah; atau 
c. bidang idan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum 

tertuang dalam RKP Desa. · 
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa 
khusus seliagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. berkooidinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai 

kewenahgan terkait dengan kejadian khusus; 

(1) 

Pasal 53 

Paragraf 8 
Perubahan RKP Desa 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
sebagaiman'a dimaksud dalam Pasal 50, dituangkan dalam berita 
a car a. I 
Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan 
perbaikan I dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil 
kesepakatan musyawarah · perencanaan pembangunan desa 
sebagaimaria dimaksud pada ayat (1). 
Rancangan I RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. 

I Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa 
sebagaimaria dimaksud pada ayat (3). 
Rancangan I peraturan desa ten tang RKP.· .D· es. a sebagaimana dimaksud 
pada ayat. ~4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan 
Badan Perrp-usyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan 
desatentang RKP Desa. 

(1) 

Pasal 52 

1, 

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; 
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat I . . . 

desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan 
peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 
desa. I 

I 
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sebagaimana 

I Pasal 55 

Kepala Del menyampaikan daftar usulan RKP Desa 
dimaksud d1alam Pasal 4 7 kepada Bupati melalui Camat. 

(1) 

Paragraf9 
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa 

(4) 

(3) 

(2) 

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang .diadakan secara khusus untuk kepentingan 
pembahasah dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana 
yang dimakkud dalam Pasal 53. : 

I Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya 
peristiwa lkhusus dan/ atau: . terjadinya perubahan mendasar 
sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 53 ayat { 1). 
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. 

I 
Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar 

I dalam penyusunan perubahan APB Desa. 

I 

( 1) 

Pasal 54 

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang 
terkenJ dampak terjadinya peristiwa khusus; 

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan 
I RAB;dan 
I d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

(3) Dalam hal j terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan 
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
Kepala DesJ. melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah 

I daerah; 
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang 

terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan 
PemetiAtah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah 

I . daerah; 
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan 

I RAB; dan 
I d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 
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(3) 

(2) 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: 
I a. pembangunan desa berskala lokal desa; dan 
I b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. 

Pelaksanaah pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, 
kerjasama antar desa dan/ atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. 
Kepala obsa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan 
pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. 

I 

(1) 

Pasal 57 

BABIV 
PE 1AKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

I 
Sistematika penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 56 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

PenyampaiJn daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) palihg lambat 31 Desember tahun berjalan. 
Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 

I 
materi .pernbahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan . I 
kecamatan clan daerah. , 
Bupati mehginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil 
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). I 
lnformasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa 
sebagaimaria dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah desa 

I 
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di 
kecamatan bada tahun anggaran berikutnya. 
Informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah 
desa paling ambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. 

(2) 
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Pasal 60 

Tahapan persiapan meliputi: 
a. penetapan p~laksana kegiatan; 
b. penyusunan rencana kerja; 

(2) 

Bagian Kedua 
Tahapan Persiapan 

Paragraf 1 
Um um 

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/ atau 
program dabrah yang didelegasikan pelaksanaannya Kepada Desa. 
Pelaksanaail program sektor dan/ atau program daerah sebagaimana I . . 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur 
masyaraka desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(1) 

Pasal 59 
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Pasal 58 
. I . . 

(1) Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau 
program d~erah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari 

. I 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal k6tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1); menyatakan 
pelaksanaanlprogram sektor dan/atau program da,.erah diintegrasikan ke 
dalam pembangunan desa, program sektor dan/ atau program daerah di . . I 
desa dicatat dalam APB Desa. 

(3) Dalam hal k6tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan 
pelaksanaani program sektor dan/atau program daerah didelegasikan 
Kepada Desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. 

(4) Pelaksanaani program sektor dan/atau program daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa 

. I • . yang diselenggarakan oleh BPD. · 
(5) Dalam hal I pembahasan dalam musyawarah desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program 
sektor dan/~tau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan 
keberatan afas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, 
disertai dasai- pertimbangan keberatan dimaksud. 

(6) Kepala Desd menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepa~a Bupati melalui Camat. 



(2) 

Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan 
I 

rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. 
Sosialisasi ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain 
melalui: I 
a. musya'Jarah pelaksanaan kegiatan desa; · 
b. musyawarah dusun; 

I c. musyawarah kelompok; 
d. sistem ihformasi desa berbasis website; 
e. papan ihformasi desa; dan 
f. media 11n sesuai kondisi desa. 

I 

(1) 

Pasal 62 

Paragraf 3 
Sosialisasi Kegiatan 

(3) 

(2) 

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang 
I 

tercantum .dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 
Kepala Desd menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala 
Desa. 
Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili 
keluar desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat 
mengubah ·.Jelaksana kegiatan. 

(1) 
Pasal 61 

Paragraf2 
Penetapan Pelaksana Kegiatan 

c. sosialisasi kegiatan; 
d. pembekalan ~elaksana kegiatan; 
e. penyiapan d6kumen administrasi; 
f. pengadaan tenaga kerja; dan 
g. pengadaan bahan/ material. 

I 
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I 
- I 

Paragraf 5 
renyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan 

I Pasal 65 . .. . 

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan. 
I . 
I 

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, antara lain: 
a. pengelolaan keuangan desa; 
b. penyele9ggaraan pemerintahan desa; dan 
c. pembangunan desa. 

(2) Kegiatan pcmbekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
dimaksud · Jada ayat ( 1) huruf a, antara lain teknis administrasi 
pengelolaan I keuangan dan teknis penyusunan dokumen 
pertanggungjawaban keuangan. 

(3) Kegiatan lpembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis 
administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan 
batas desa. I 

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hukf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam 
pengelolaan J sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan 
jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan 
. fi . d I in ormasi esa. 

(5) Ketentuan Ibbih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dalam peraturan 
Bupati. I 

Pasal 64 

(3) 

(2) 

Pasal 63 

Kepala DeJa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di 
desa. I 
Pemerintah, pemerintah daerah ·provinsi, dan/atau pemerintah daerah 
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pelaksanaaii pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan d~ngan pembimbingan teknis. 

(1) 

Paragraf 4 
Pembekalan Pelaksana Kegiatan 

- 32 - 



Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya . dan gotong royong 
masyarakat desal sekurang-kurangnya melakukan: 
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan 

dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat; 

I 
( 1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di . I 

desa, sekurang-kurangnya melakukan: 
a. pendatak kebutuhan material/bahan yang diperlukan; 
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari desa; dan 
c. menentukan cara pengadaan material/bahan. 

(2) Besaran h~ga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai deng~ perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa 
yang ditetapkan dalam APB Desa. 

. I 
Pasal 69 

Pasal68 

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di 
I desa sekurapg-kurangnya melakukan: 

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja; 
b. pendaftJran calon tenaga kerja; 
c. pembenfukan kelompok kerja; 
d. pembagib jadwal kerja; dan 

I e. pembayaran upah dan/ atau honor. 
(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor 
yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 

Pasal 67 

Pelaksanaari kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan 
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta 

I mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 

Pasal 66 

Paragraf 6 
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material 
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(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan 
hak-hak rurnah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan 
pribadi dcin/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 

I pembangunan desa. 
(2) Pelaksanaari kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada 

I 
ayat (1), dilakukan dengan cara: 
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melaluijual beli; dan 
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman. 

(3) Pembiayaanl yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak 
rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui·APB!Des~. 

(4) Penentuan .. ?esaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 71 

(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong 
masyarakat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang 
kurangnya mengadministrasikan dokumen: 
a. , pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat desa dan/ atau 

pihak kJtiga kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa 
sebagai :dampak kegiatan pembangunan desa dan diikuti dengan 
proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa; 

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat desa dan/ atau 
pihak k9tiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi 
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan 
desa. 

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a 
dilakukan melalui APB Desa. 

Pasal 70 

b. pendataan sumbangan masyarakat desa dan/ atau pihak ketiga yang 
I berbentuk barang; 
I 

c. pendataan hibah dari masyarakat desa dan/ atau pihak ketiga; 
, d. pembentukail kelompok tenaga kerja sukarela; dan 

e. · penetapan ja1dwal kerja. 
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(4) 

(3) 

(1) 

Pasal 73 

Paragraf2 
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa 

Kepala Desal mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan 
I 

tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. 
Pemeriksaari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh 
tenaga ahlil di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan 
dokumen RKP Desa. 

I 
Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang 

• I berasal. dari masyarakat desa. 
Dalam hal ddak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Kepala loesa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat 
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur 

I 
yang dapat berasal satuan kerja perangkat .daerah yang membidangi 
pekerjaan uri:ium dan/ atau tenaga pendamping profesional. 

I 

(2) 

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang 
sekurang-kurangnya meliputi: 
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; 
b. pemeriksaan lpelaksanaan kegiatan infrastruktur desa; 
c. · perubahan pelaksanaan kegiatan; · 

· .. I d. pengelolaanpengaduan dan penyelesaian masalah; 
I 

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
f. musyawarah I pelaksanaan kegiatan . . desa dalam rangka 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan 
g. pelestarian · dan pemanfaatan hasil kegiatan. 

I 

Pasal 72 

Bagian Ketiga 
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Paragraf 1 
Um um 
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Pasal 76 
i 
I 

(1) Kepala Des! mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan 
pembangun~h di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. 

(2) Perubahan k'egiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
I . 

dengan ketentuan: 

{1} Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus 
yang berdarripak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan 
di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi: 
a. kenaikanJ harga yang tidak wajar; 
b. kelangkaan bahan material; dan/ atau 
c. terjadi p6ristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir 

dan/ ataJ kerusuhan sosial. 
(2) Penetapan Jeraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

I dengan peraturan perundang-undangan. 
{3) Penetapan Jeraturan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dengan 

B l . peraturan upati. 

Pasal 75 

Paragraf 3 
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan 

. (1) Pemeriksa~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan 
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/ atau seluruh hasil 
pelaksanaanl kegiatan · pembangunan infrastruktur desa. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 
(tiga) tahap riieliputi: 
a. tahap pdrtama : penilaian dan pemeriksaan .terhadap 40% (empat 

puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; . 
b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan 

puluh Pe~ seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan 
c. tahap ke1tiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus 

per seratus] dari keseluruhan target kegiatan. · 
(3) Pemeriksa rrielaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan 

pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Laporan ha~il pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menjadi bahk pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa. 

I 
I 

Pasal 74 
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. I 

(1) Kepala Desa' mengoordinasikan • penanganan pengaduan masyarakat 
dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 
desa. _ · I .• 

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian 
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekurang-kurangnya 
meliputi kegiatan: · 
a. penyediak kotak pengaduan masyarakat; 

Pasal 78 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati 
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

~~sil keseplatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam berital acara. ; 
Berita acarajsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan 
gambar des~n dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal 
terjadi penibahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan 
infrastruktut desa. 
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi 
Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. 
Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dkngan keputusan Kepala Desa. 

I 
I Paragraf 4 

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah 

(1) 

Pasal 77 

a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB 
Desa dilcikukan melalui: 

I 
1. swadaya masyarakat, 
2. ban than pihak ketiga, dan/ atau 
3. bantyan keu8°:gan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan/ atau pemenntah daerah. 
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; 

c. !::'ak Jelanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan 
kegiatan ldisetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Kepala .Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal 
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud 

I 
pada ayat (2). 
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. I 

(2) . 

Pasal 79 

l . 
( 1) Laporan pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam format laporan hasil 

I 
pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. 
Format · laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri 
dokumentasi \ hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang 
sekurang-ku5angnya meliputi: 
a. realisasibiaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran; 
b. foto kegiatanin frastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% 

yang diariibil dari sudut pengambilan yang sama; 
c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/ atau 

melakukfin kegiatan secara beramai-ramai; 
d. foto yang! memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan desa; 
e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung 

kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan . I 
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) . 

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat; 
I c. penetapan status masalah; dan 

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah. 
(3) Penanganan I pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
. I . 

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; 
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana 

I kegiatan;' 
c. . menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan 

penyelesaian masalah; 
d. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan 
e. mengadciinistrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah. 

(4) Penyelesaianl masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan 
pengarusutainaan perdamaian melalui musyawarah desa. 

I 
(5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menyepakati I masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan 
dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. 

I Paragraf 5 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
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Paragraf7 
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa 

- I 
I Pasal 82 . 

( 1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan 
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan 

I pembangunan desa. 
(2) Pelestarian db pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

dilaksanakan dengan cara: 

( 1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan 
pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3). 

(2) Tanggapan rhasyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan :dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa. 

(3) Badan Permlflsyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan 
masyarakat qesa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan 
masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

I 
(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan I - . 

dalam berita acara. 
(5) - Kepala Desa lmengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan 

perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan 
musyawarah ~esa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

I 

Pasal 81 

I (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa 
• I dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. 

(2) Musyawarahl desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan 

I • Desember tahun anggaran berikutnya. 
(3) Kepala DesJ menyampaikan kepada Badan. Permusyawaratan Desa 

I tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan 
akhir pelakscina kegiatan. 

I 
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I Paragraf 6 
Musyawarali Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa 

I - 
Pasal 80 



\~ 

(1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada 
tahapan perepcanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan 
pembangunan Desa. 

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ), dilakukari dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP 
Desa. ! - - 

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dilakukab dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang 
dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, 

Pasal 84 

(3) 

(2) 

( 1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan 
pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. 

I 
Pemberdayaa'.n masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, 
dilakukan nlelalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahari. desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara 

I 

partisipatif oleh masyarakat desa. · 
Masyarakat I desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan desa. 

l 

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa 

I dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. 
! 

(4) 

Pasal 83 

i 

a. melakukL pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu 
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya; 

b. membenfuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan 
pemanfaJtan hasil kegiatan pembangunan desa; dan 

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil 
pelaksan1an kegiatan pembangunan desa. 

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetJpkan dengan peraturan desa. 

(4) Kepala Desa lmembentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil 
kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

I 
(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

i . 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

I l BABV 
PEMANTAUAN DAN PENGAWASANPEMBANGUNAN DESA 

! 
' 
' 
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2023 
Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, :2 Ac.ur\\J.r 

/' . . #7 
.,,' 

fj.B7ANA, 

/efRHANUDDIN 

Pasal 87 

I 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orariJ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bo~-~~~~:- . ····- _. l _ _ . ~ 
PARAF KOORl}.1INASI · .· ·• j 

'r;o. illiiTJfAt [(El!JA PY!;,Al?: 

.2 _ ~I~ 
3 . . ~l'f\ -r-7~ .. ____.· '--f 

4 ~-:- • 
__ §__J O ~1,0ff\~p -·-· . 

I 
Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, ~ 1~urwr 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
I !Jt;~N BOMBANA, 

\~ANARFA I 

BERITA D RAH IKABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR .?..~ 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

I 
(3) Bagi .desa Yiang Kepala Desanya. berhenti sebelum masa jabatannya 

berakhir, Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa 
sampai akhi~ masa jabatannya. 
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JUD UL 

I DIISI DENGAN ICOLOM . 

a- ·Nomur· I 
' I b Bi dang 

I 

c Nama ProJram/Kegiatan 
I 

• 

0Pilih 
salahjsatu dari Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Nama 

.. 
d Kementrian /OPD) 

I 

I ' 
e SDGs Desa Ke .................... 

I 
I ' -f · Tahurr Pelaksarraarr 
I 

Lokasi Kegiatan RT /RW /Dusun 
' 

g 
I . 

I h Jumlah Out Put 
I 

I 
.. I 

I i Satuan Out Put I I 
! 

Total Anggkan yang digunakan 1 J i l 

KE DESA 

Keterangan Lampiran 

· 1 

I 
: l 

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DN KEGIATAN YANG MASUK 

I 
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. I 

Judul· 

I 
.. 

Kolom Diisi Dengan 

a Nomor I 
b Bi dang , I 

I 

-C- . Penomoran. Kegiatan .. 

d Nama Program/Kegiatan 

e· SDGs Ke ...... J 
I 

f Data eksisting (pada tahun berjalan) Terkait SDGs Desa yang disasar oleh 
program/kegiatan 

g Target Capaian tahun ke 1 

h Target Capaian tahun ke 2 
' 

i 
. I 

Target Capaian tahun ke 3 

j Target Capaian tahun ke 4 . . ' .. 
k Target Capaian tahun ke 5 

1 TargetCapai¥1 tahun ke 6 

m Lokasi kegiatan RT /RW /Dusun 
. I 

n . Jumlah output & satuan .. 
0 Jumlah dan P,ihak penerima manfaat 

p Waktu pelaksanan tahun ke 1 (isi dengan centang) 
' 

q Waktu pelaksanan tahun ke 2 (isi dengan centang) 

. r: . Waktu-pelaksanan- tahun.ke.B. [isi.dengan-centang] . .. 

s Waktu pelaksanan tahun ke 4 (isi dengan centang) 
. . I . 

t Waktu pelaksanan tahun ke 5 (isi dengan centang) 

u Waktu pelaksanan tahun ke 6 (isi dengan centang) 

l -v- · i.Jumlalrbiayaj .. 

! 
Sumber biayaj(PADesa/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain i w ' 

l x Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga i 
I I I 

B. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA 

Keterangan Lanipiran 

I 
I 
I 



\ 

\VakilMasyarakat 

! .. I ( i ) 

I 
( . .1 ) 

I 

···;·············tanggal . 
Kepala Desa 

Ketua BPD 

3 - ~ dan seterusnya 
1 dari . 
2 dari . 

I 
- I Unsur Peserta 

I 
I . . I .3·-···-·······-··-····---~-····-·-·-.dan-_seter.usnya 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah 
................................ mbnyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan 
khi d . - ahl itu . a ir an musyawar •........................ yai : 

- I . I - . ~ - 
) i ; : : :: ::: ::::::: :: ::: :: :::: ::: :::1::: ::::::: :: :: : ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: :: ::: : :: : : :: ::: :: : :: : : 

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. 
- I 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 
di pergunakan- sebagairrlana-mestinya. - 

I 

l 

I 
I . 

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG 
I 

rMBAHASA:E:::::: RPJM DESA 

I 
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Desa . 
Kecamatan j Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada: 

Hari dan Tanggal . 
Jam I . . . 
Tempat I : . 

Telah diadakan kegiatin yang telah dihadiri oelh wakil-wakil 
kelompok, unsur dantokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana 

. - - I - 
tercantum d.alam datarj hadir terlampir. . - 

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan Narasumber 
dalam membahas kegial1tan adalah: . 

A. Materi 
_ .. _ ! _ . 

I 
B. ~i~~-i~~-~J~;~;~~~-~~;;;~~~~~~~········································,···················· 

Pi .. M1 ah dari mp1nan usyawar : . .. . .. . .. . . .. ari ••••....••..•.•.....•.•......•.• 

Notulen : dari . 
.Narasumber ..L. ---··----··------·····-·.dari. ---·· 

2 dari . 

- ! 
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